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PENETAPAN
Nomor 235/Pdt.P/2015/PA.Pwl
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara

permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

H. Bahri bin Lanto, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan nelayan,
bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, Lorong III, Lingkungan
Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten

Polewali Mandar, sebagai Pemohon L.

Mastinah binti Jalani, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal diJalan Bayangkara, Lorong
III, Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 10 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali dalam register perkara Nomor 235/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 10 Desember

2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11
Nopember 2014 di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II
bernama Basir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama, bernama H. Lahida, dengan maskawin berupa uang
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senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam
masing-masing bernama Hasan Nur dan Ahmad Yani;

2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda
cerai mati.

3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak
sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula
Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon
I dengan Pemohon II tidak melengkapi administrasi pernikahan tersebut;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka
mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam
rangka pengurusan penerbitan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan
lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Bahri bin Lanto) dengan Pemohon II (Mastinah
binti Jalani) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2014 di Lingkungan Kiri-Kiri,

Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan
yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan
Agama Polewali dengan Nomor 235/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan
sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada
pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I

dan Pemohon II;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan
Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim memberikan nasehat
kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dan menikah baru

karena tidak punya anak;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut

permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim dan karena Pemohon II dan

Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut
permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok

perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan

kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 235/Pdt.P/2015/PA.Pwl dicabut;
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3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 M.,
bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HIL
sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI
masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. H. A.Zahri, S.H., M.HIL.

Rajiman, S.HI Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

Pendaftaran  : Rp 30.000,00

ATK Perkara :Rp 50.000,00

Panggilan :Rp 120.000,00

Redaksi :Rp 5.000,00

Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).
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